BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan suatu kesepakatan yang
bagaimanapun juga dalam pembuatannya wajib memenuhi syarat-syarat suatu
perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata yakni adanya kesepakatan,
kecakapan para pihak yang membuatnya, adanya suatu sebab yang halal, dan
juga adanya objek yang diperjanjikan. Sehingga apabila kita amati dari syarat-
syarat perjanjian yang ada, maka PKWT meskipun pemberlakuannya tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU Ketenagakerjaan namun PKWT
merupakan perjanjian yang sah selama tidak ada gugatan dari pekerja yang
ditujukan pada perusahaan.

2 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan suatu kesepakatan yang
bagaimanapun juga dalam pembuatannya wajib memenuhi syarat-syarat suatu
perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata Dalam pengaturan PKWT
pemerintah dianggap terlalu fokus pada kesejahteraan pekerja sehingga kurang
memperhatikan kerugian yang dialami perusahaan sesuai dengan realita yang
terjadi. Padahal kerugian perusahaan dapat berimbas juga pada pekerja
sehingga meskipun pengaturan undang-undang tersebut dianggap
menguntungkan pegawai juga dianggap merugikan pegawai apabila
perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian. Sehingga meskipun
pemberlakuan pengulangan PKWT ini tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, namun hal ini tetap dianggap sebagai cara

terbaik demi menekan kerugian perusahaan dan juga menekan angka
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pengangguran dimasyarakat. Namun tentu saja dalam implikasinya perusahaan
meski terpaksa melakukan pelanggaran terkait PKWT namun aspek-aspek
penting seperti upah dan perlindungan lain terkait dengan kesejahteraan
pekerja tetap harus dipatuhi. Apabila terjadi pelanggaran terkait dengan
kesejahteraan buruh, maka perusahana telah melakukan pelanggaran fatal.
4.2 Saran

1 Perlindungan hukum bagi pekerja dalam PKWT sudah diatur dalam UU
Ketenagakerjaan, namun dikarenakan tidak tegasnya aturan yang mengatur
mengenai sanksi jika mendapati perusahaan yang melanggar PKWT,
seharusnya UU Ketenagakerjaan memberi sanksi yang cukup tegas, seperti
sanksi administrasi ataupun sanksi pidana bagi perusahaan yang melanggar.
Selain itu, pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terhadap pengaturan
PKWT pada UU Ketenagakerjaan sehingga tidak menimbulkan kerugian baik
bagi pekerja maupun pengusaha dimana kerugian tersebut dapat berimbas pada
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja dan dapat meningkatkan
jumlah pengangguran. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai masa berlaku dan
pengulangan PKWT pada UU Ketenagakerjaan harus dirubah agar menjadi
lebih efisien dan lebih menguntungkan bagi pihak-pihak dalam perjanjian
yakni pekerja dan juga pengusaha. Hal ini dikarenakan kerugian yang dialami
perusahaan akan berimbas pada pekerja dan cenderung meningkatkan risiko
terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

2 Sebaiknya, pengaturan mengenai PKWT bagi pekerja musiman dalam hal hak
dan kewajibannya dimasukkan dalam BAB tertentu dalam UU

Ketenagakerjaan dan Perda yang mengacu pada perubahan UU
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Ketenagakerjaan dari daerah-daerah yang wilayahnya terdapat perusahaan-
perusahaan yang mempekerjakan PKWT musiman. Selain itu tidak ada
perlindungan bagi perusahaan yang diatur pada UU Ketenagakerjaan. Sehingga
sebaiknya untuk selanjutnya dapat diatur mengenai perlindungan hukum bagi
perusahaan dalam bidang ketenagakerjaan. Hal ini sebagai usulan bagi
pembuat undang-undang agar dapat memberikan perlindungan bagi tenaga
kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa perusahaan
dalam menjalankan usaha harus diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun pada
kenyataanya tugas pengawasan ini tidak dilakukan secara rutin. Fungsi dari
pengawasan ini harus dijalankan secara rutin karena memang menjadi tugas
pemerintah untuk melindungi warga negaranya. Terkait dengan adanya
pelanggaran yang terus menerus dilakukan oleh perusahaan maka harus
dicarikan solusinya agar dapat mempermudah kedua belah pihak. UU
Ketenagakerjaan yang telah ada jika belum mengatur dengan cukup jelas, maka
daerah tertentu yang memiliki permasalahan terkait dengan pelanggaran
PKWT dapat membuat Perda khusus mengenai hal ini. Tidak setiap daerah
memiliki permasalahan ketenagakerjaan yang sama. Untuk itu lebih baik jika

ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang PKWT.
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